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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan unlu_k mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Studi Kasus
Dengan Nomor Register (\(_).N&fl‘dt.l.’.f.‘.()l.\/l’/\.Si( dan Faktor-faktor yang Mendasari
Ditolaknya Permohonan Dispensasi Pada Penetapan Pengadilan Agama Situbondo
dengan Nomor Register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit. Menggunakan pendekatan normatif
yaitu penelitian hukum doktriner kepustakaan atau studi dokumen, mengkaji
permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui analisis secara
Kualitaiif’ terhadap bahan hukum yang berkenean dengan objek penelitian. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pertimbangannya majelis hakim menolak
permohonan dispensasi perkawinan karena yang bersangkutan masih dibawah umur,
yaitu berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh sebab itu hakim menolak
permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh PEMOHON. Karena anak itu
harus mendapatkan hak pendidikan, perawatan, dan pemeliharaan dari orang tua.
Seharusnya PEMOHON memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas
pergaulannya. Permohonan PEMOHON melanggar prinsip dalam Undang-Undang
perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan
Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, Dengan melakukan perkawinan dalam usia yang
terlalu muda, sedangkan yang bersangkutan belum memahami hak dan kewajiban
dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Perkawinan, dan Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
7
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam
kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum
mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan
perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.!

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu
perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan
syariah Islam (maqasid asy-syari’ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-
nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah
khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang
sah menurut agama, diakuioleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari

budaya masyarakat.?

! Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,him 10.
2 Ahmad Rofig, Hukum islam di Indonesia,cet ke-2, PT Raja GrafindoPersada,
Jakarta,1997,hlm 220



Di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah”.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan Perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Sedangakan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari Perkawinan itu sendiri
antara lain:®

a. Melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya;

3Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, Ihya' Ulumuddin, Beirut : Dar Al Fikr,
2008, him. 27-36



c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan;

d. Menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggungjawab
menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-
sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dan ditunggu-
tunggu bagi perjalanan hidup manusia karena telah dimulailah babak baru
kehidupan pria dan wanita dalam ikatan yang halal. Disamping membawa kedua
mempelai ke alam yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah
status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis
kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh
perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu
sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan
perkawinan.*

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat
formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang

yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat

“Wirjono Prodijokoro,Hukum Perkawinan di Indonesia,Sumur Sandung, Bandung, 1960,
him.7.



yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang
mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.®
Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sepakat para
pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda.
Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun:
(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan itu.
(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.®
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil ialah tata cara atau
prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang,
disebut juga syarat obyektif. Berdasarkan syarat formil tersebut, Pasal 2 ayat (1)
sebagaimana yang dirumuskan, “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

SWahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, Jakarta : FH-UI, 2004, him.21.
5Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, him. vii.



golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau
tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan
dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan
adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk kedalam syarat sah
dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja
yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka
Pasal ini dianggap kabur (Obscuur lible).’

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan
Keluarga, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-undang
Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat adjektif. Syarat substantif
adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan
melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan tata cara atau formalitas
perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya.®

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di

Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu

"Dio Permana Putra, Jurnal llmiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. "Makna Pasal 2
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau
Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010". 2015.

8Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2016, him. 56-57.



dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan

peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara

Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang

melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

Pasal 6 s/d Pasal 11. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan

dari Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang
tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila
kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada
penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.



6.

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu

tunggu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 telah mengatur syarat-syarat

perkawinan :

(1)
()

©)

(4)

(%)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin



setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda
atau di bawah umur banyak mendapat masalah dikemudian hari yang pasti akan
dijumpai oleh pasangan yang sudah berumah tangga, padahal perkawinan yang
sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental,
untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pekawinan di usia muda
berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah
melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara
keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di
Indonesia, dalam KUHPerdata Pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur genap dua puluh tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”,
Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri
sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak
cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1),

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,
berada di bawah kekuasaan wali.”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.
Dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI).° Pada Undang-Undang tersebut terdapat sebuah pasal yang
menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan
melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang
menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.
Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya
perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat
tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian Kita sebagai orang

tua, bahwa hal ini disebabkan anak-anakyang terpaksa menikah muda, dalam usia

32.

9Budiono, Abdul Rahmad dkk, Perdilan Agama Di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003, him



yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan
hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan usianya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan
ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. hal ini dimaksudkan agar
kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental,
sedangkan dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak
negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan?®

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam
pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian
untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua jadi bagi pria atau
wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk
melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan
perkawinan ialah pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun.!

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jika kedua calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan tetapi

usia mereka kurang dari batas usia yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1), maka

OWahyu, Kehidupan Setelah Perkawinan Juana Raya, Malang,1992,hIm. 45.
Bouman, llmu Masyarakat Umum, PT Pembangunan, Jakarta, 1956, him. 119.



mereka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Namun, masalah dispensasi usia perkawinan ini
tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan
dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku.!? Dispensasi dalam
pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk
sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat
digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang
yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang
berlaku.*® Sedangkan Oleh W.F Prins dipaparkan bahwa dispensasi ialah tindakan
pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan Undang-Undang menjadi
tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa/relazation legis (pagina 74—80).14

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.®
Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan
(batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia

12\/an Hoeve. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7,Ichtiar Baru : Jakarta, him. 835

13E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum,Kanisius :
Yogyakartal995, him. 102.

14 Soetrisno P.H, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, 1992, him. 100.

15R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT. Pradnya : Jakarta, 1996, him. 35.
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perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Pegadilan
kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan
perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan
wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan artinya
penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk
wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai
usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan
penetapan dispensasi usia perkawinan.

Dalam skripsi ini, penulis akan membuat penelitian terkait upaya
permohonan pengajuan dispensasi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam
pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita”, dengan melakukan studi kasus Penetapan
Pengadilan agama SitubondoNomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit, yang diajukan pada
02 April 2015 dan telah diputus PA Situbondo 06 Mei 2015. Dengan duduk

perkara sebagai berikut :



Pemohon adalah Ayah bernama (C-disamarkan) dari calon perempuan
(anak kandung) yang hendak dinikahkan bernama (A-disamarkan), lahir tanggal 1
Agustus 2001 (umur 14 tahun 4 bulan) pada saat pengajuan permohonan ini,
beragama Islam, perkerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Bungatan, Kabupaten
Situbondo; dengan CALON SUAMI (B-disamarkan), umur 24 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang
akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.Bahwa syarat-syarat
untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali
syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun.
Alasan yang diajukan dikarenakan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk
tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak setahun yang lalu
dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila
tidak segera dilaksanakan.

Setelah proses persidangan berlangsung, Pengadilan Agama Situbondo
telah memberikan penetapannya yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-



Dengan ditolaknya permohonan PEMOHON dalam putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit tanggal 06 Mei 2015, hal ini
sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan Permohonan ini, sehingga
Permohonan ini ditolak. Oleh karena itu Penulis dalam penulisan skripsi ini akan
membuat penelitian yang berjudul “ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA (Studi
penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.p/2015/PA.Sit)”.

Kemudian beranjak dari latar belakang inilah yang mendasari penulis
berkeinginan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan pada
penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit yang diberikan oleh hakim tentang

permohonan pengajuan dispensasi perkawinan yang ditolak Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yang di latar belakangi oleh

uraian diatas antara lain adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus dengan nomor register
0058/Pdt.P/2015/PA.Sit ?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari permohonan ditolaknya dispensasi
perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor
register 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit ?

C. Tujuan Penelitian



Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menolak permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar dari permintaan dispensasi
perkawinan pada penetapan Nomor 0058/Pdt.P/PA.Sit
D. Manfaat Penelitian
Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian
akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan dalam
praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi
perkawinan .
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi
kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam
praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi

perkawinan.

E. Kerangka Teori



Teori yang digunakan dalam hubungan dengan penetapan hakim atas

penolakan dispensasi perkawinan.

a) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak
teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan
hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*®

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga

memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam
persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan

atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

16 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta,2004,him. 140.



tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan
tersebut dalam amar putusan.t’
b) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran
hukum alam, aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan
Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum
dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa
hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal
dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan
dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru
tulisan-tulisan pakar yang menolak itu banyak menggunakan hukum alam
yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari
penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka
menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolute dari hukum alam,

hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.®

F. Ruang Lingkup

YIbid, him 141.
18 Marwan Mas, “Pengantar IImu Hukum”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, him. 116.



Ruang lingkup penelitian ini adalah Analisis Penetapan Pertimbangan
Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit), Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata),Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Tipe Penelitian
a) Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan
hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan
skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis
akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum
normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner,
juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut
penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum
yang lain.®
b) Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk

melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya

19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him.13-14.



dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai

gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. 2

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-undangan adalah, ‘“Pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang di tangani”.?!Pendekatan ini
diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan
dengan syarat sah perkawinan.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual adalah “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,

pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

2D1bid., him. 8-9.
21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005,
him. 93.



sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam
memecahkan isu hukum yang di hadapi.?

c) Pendekatan Kasus
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah

menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

3. Sumber Bahan Hukum
Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan
hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan
menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak
pada data kepustakaan.
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan
hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Kompilasi Hukum Islam

2]bid, him. 100.



5. Penetapan Pengadilan Nomor. 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-
Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan
sebagainya.?®

c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan

sebagainya.?

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dan buku-buku hukum yang
berkaitan untuk dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum
dengan cara melakukan Klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang
terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan

yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah

23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers : Jakarta, 2011, him.185.
24 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, him.105.



itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam
doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan

hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah
bahan hokumprimer yakni peraturan perundang-undangan, dengan
menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin
para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak
dicarikan jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan Klasifikasi,
interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif
yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan
menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta
merumuskan dalam sebuahkesimpulan yang menjawab isu hukum yang
diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran

penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.?

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia (Ul-Pers),
Jakarta, 2006, him.51



Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara
berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.2®

Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk
mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta
mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar

untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

% H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012,
him.11.
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